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Penelitian ini didasarkan pada metode penelitian hukum normatif (pure legal) dengan penggunaan Ajaran
Positivisme Hukum Analitis atau analytical legal positivism melalui Teori ?The pure theory of law? dan
?Stufenbau Theorie? dari Hans Kelsen serta Teori Kebenaran Pragmatis untuk menganalisa praktik
penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Hakim
di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta maupun
Mahkamah Agung RI.

<br><br>

Melalui kajian terhadap studi kasus diperoleh hasil penelitian bahwa belum terdapat kesatuan pemahaman
oleh Hakim pada judex facti maupun judex juris dalam memahami dan menerapkan ketentuan Pasal 2 Ayat
(1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap
pelaku yang berstatus kepala daerah dalam perkaratindak pidana korupsi yang terkait penggunaan anggaran
kas daerah untuk kepentingan pribadi atau yang tidak sesuai peruntukannya. Dalam konteks ini, masih
terdapat kekeliruan cara pandang normatif dalam menentukan siapa subyek hukum yang menjadi sasaran
norma (addressat norm) yang termuat dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor
31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001; serta dalam mengkualifikasikan suatu perbuatan
sebagai ?perbuatan melawan hukum? dan ?perbuatan penyal ahgunaan wewenang? dalam konteks tindak
pidana korupsi.

<hr><i>The study was based on normative legal research methods (pure legal) with the use of analytical
legal positivism through ?The pure theory of law? and " Stufenbau Theori€" of Hans Kelsen and The
Pragmatic Theory of Truth to analyze the practice of application of Article 2 Paragraph (1) and Article 3 of
Law No. 31 of 1999 as amended by Act No. 20 of 2001 on Corruption Eradication Corruption Court Judge
at the Central Jakarta District Court and High Court of Jakarta and the Supreme Court.

<br><br>

Through areview of case studies obtained results that do not have the unity of the understanding by the
Judge on judex facti and juris judex in understanding and applying the provisions of Article 2 Paragraph (1)
and Article 3 of Law Number 31 Year 1999 jo. Law Number 20 Y ear 2001 on the status of actorsin the
regional heads of corruption crimes related to the use of the cash budget for personal or not its designation.
In this context, there is still a normative perspective error in determining who the legal subject to whom the
norm (norm addressat) contained in the provisions of Article 2 Paragraph (1) and Article 3 of Law Number
31 Year 1999 jo. Act No. 20 of 2001; and in an act qualifies as an "unlawful act" and "works of abuse of
authority” in the context of corruption.</i>
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